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ABSTRACT
 	Execution is not only based on applicable legal rules, execution often creates a sense of injustice because the debtor feels aggrieved by the settlement of disputes by the banking sector. Although the bank has the authority in accordance with Law No. 4 of 1996 concerning Mortgage Rights to sell the collateral object in the form of the debtor's mortgage when the debtor defaults or defaults through a public auction. In practice this is not easy because there are parties who take advantage of these conditions to obtain material benefits or there are parties who wish to resolve disputes without being oriented to customer satisfaction. The problem that arises is How the Position of Execution of Mortgage Due to Default Debtors through Auction is Related to the Regulation of the Minister of Finance No. 27 / PMK.06 / 2016 Regarding Instructions for Conducting Auction and What are the Legal Consequences of the Implementation of Auction of Mortgage Rights If There is a Lawsuit from a Default Debtor Related to Regulation of the Minister of Finance No. 27 / PMK.06 / 2016 concerning the Instructions for Conducting Tenders. It is better if the auction is carried out in accordance with the regulations, so that the auction does not become canceled. This Writing law, the author uses the Analytical Descriptive method which is a comprehensive and systematic description of the Execution of Mortgage Due to Default Debtors through Auction Associated with Regulation of the Minister of Finance No. 27 / PMK.06 / 2016 Regarding Instructions for Conducting Tenders. The Normative Juridical approach method is a research based on general legal theory to explain the Execution of Mortgage Due to Default Debtors through Auction Associated with Regulation of the Minister of Finance No. 27 / PMK.06 / 2016 Regarding Instructions for Conducting Tenders. and qualitative juridical data analysis is measuring the data with a concept or theory, then from the data obtained, a conclusion is made, which is described in narrative form. This Conclusion Position of Mortgage Execution Due to Default Debtors through Tender Related to Regulation of the Minister of Finance No. 27 / PMK.06 / 2016 concerning the Instructions for Conducting Tenders. Article 6 of Law No. 4 of 1996 concerning Mortgage Rights is regulated in a Regulation of the Minister of Finance which has binding legal force as a result of the Implementation of Mortgage Auction If There is a Lawsuit from Default Debtors Associated with the Minister of Finance Regulation No. 27 / PMK.06 / 2016 concerning the Instructions for Conducting Tenders. The auction is held for the debtor's lawsuit regarding the limit value which cannot be canceled, and there is also a delay in obtaining fulfillment of the credit agreement from the debtor. 
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ABSTRAK
Eksekusi tidak hanya didasarkan pada aturan hukum yang berlaku, eksekusi sering menimbulkan rasa ketidakadilan karena debitur merasa dirugikan dengan penyelesaian sengketa oleh pihak perbankan. Walaupun pihak bank memiliki kewenangan sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan untuk menjual objek jaminan berupa hak tanggungan milik debitur ketika debitur cidera janji atau wanprestasi melalui pelelangan umum. Dalam praktiknya hal tersebut tidak mudah karena ada pihak-pihak yang memanfaatkan kondisi tersebut untuk memperoleh keuntungan materi atau ada pihak-pihak yang berkeinginan menyelesaikan sengketa tanpa berorientasi pada kepuasan pelanggan. Permasalahan yang timbul adalah Bagaimana Kedudukan Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Lelang Dikaitkan dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan Bagaimana Akibat Hukum dari Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan Apabila Ada Gugatan dari Debitur Wanprestasi Dikaitkan dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Sebaiknya dalam pelaksanaan lelang dilakukan sesuai dengan aturan, agar pelaksanaan lelang tidak menjadi batal.Penulisan hukum ini, penulis menggunakan metode Deskriptif Analitis merupakan gambarkan secara menyeluruh dan sistematis Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Lelang Dikaitkan Dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Metode pendekatan Yuridis Normatif merupakan penelitian berdasarkan pada teori hukum yang bersifat umum untuk menjelaskan Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Lelang Dikaitkan Dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Serta analisis data secara Yuridis Kualitatif merupakan mengukur data dengan konsep atau teori, kemudian dari data yang diperoleh tersebut dibuat suatu kesimpulan, yang diuraikan dalam bentuk narasi.Simpulan Kedudukan Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Lelang Dikaitkan dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Pelaksanaan lelang Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat Akibat Hukum dari Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan Apabila Ada Gugatan dari Debitur Wanprestasi Dikaitkan dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Pelaksanaan lelang atas gugatan debitur mengenai nilai limit tidak dapat dibatalkan, dan juga terjadi penundaan untuk memperoleh pemenuhan perjanjian kredit dari pihak debitur.
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